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ABSTRAK 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Sampah Pasal 3 dijelaskan bahwasanya pengelolaan sampah bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dijelaskan bahwasanya pengelolaan sampah 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 

menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang  Barat, terdapat beberapa masalah mengenai 

pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa Karta cara 

pemanfaatan sampah yang benar karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

aparatur Desa Karta, dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah 

sehingga sampah yang tidak dapat dikelola harus dibakar dan tentu hal ini akan 

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Desa Karta ataupun pekerja pengelolaan 

sampah yang ada di Desa Karta 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang 

mengasilakan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara dalam dan juga 

menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada satu kasus 

secara insentif dan rinci.  

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta belum dilaksanakan 

sepenuhnya, karena masih banyak sampah-sampah berserakan yang belum bisa di 

atasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2018 tentang pengelolaan sampah di Desa Karta menurut fiqh siyasah belum 

sejalan dengan fiqh siyasah. Karena Peraturan Daerah itu tidak berjalan maka 

masih banyak kekurangan dari kebijakan yang sudah ditentukan, sehingga 

seharusnya  lingkungan sudah bersih namun masih ada sampah yang berserakan 

. 
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ABSTRACT 

Regional Regulation of West Tulang Bawang Regency number 8 of 2018 

concerning Waste Management Article 3 explains that waste management aims to 

improve public health and environmental quality and make waste a resource. 

Regional regulation of Tulang Bawang Barat Regency number 8 of 2018 

concerning Waste Management Article 3 explains that waste management aims to 

improve public health and environmental quality and make waste a resource in 

Karta Village, Tulang Bawang Udik District, Tulang Bawang Barat District, there 

are several problems regarding waste management such as the lack of 

understanding by the people of Karta Village about how to use waste properly due 

to the lack of socialization carried out by Karta Village officials, and still lack of 

waste management facilities and infrastructure so that waste that cannot be 

managed must be burned and of course this will affect the health of the people of 

Karta Village or the waste management workers in Karta Village. 

The method used is a qualitative method, namely a method that produces 

descriptive data, namely using case studies, which is an approach that is used to 

study in depth and also uses an approach by focusing attention on one case in an 

incentive and detailed manner. 

Based on the results of the research, the conclusion in this study is that 

the implementation of the Regional Regulation of Tulang Bawang Barat Regency 

Number 8 of 2018 concerning Waste Management in Karta Village has not been 

effective, because the handling of Temporary Disposal Places is not strictly 

enforced and the lack of public awareness regarding the effects of Temporary 

Shelters that are not in accordance with the terms and conditions. The view of 

siyasah tanfidziyyah regarding Regional Regulation Number 8 of 2018 regarding 

waste management in Karta Village, Tulang Bawang Udik District, Tulang 

Bawang Barat Regency, waste management carried out by the local government is 

in accordance with Islamic law of fiqh science siyasah tanfidziyyah. However, in 

practice there are still deficiencies in the policies that have been determined, the 

community does not fully participate in managing waste 

 

 

Keywords: Waste Management, Islamic Law  
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MOTTO 

 

 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُۡ لََ تفُۡسِدُواْ فيِ ٱلۡۡرَۡضِ قاَلىُٓاْ إوَِّمَا وحَۡهُ 

 [١١]سىرة البقرة, ١١مُصۡلحُِىنَ 

 “Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 

perbaikan”  

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul 

skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan d an kesalah pahaman, maka 

penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 

TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT 

PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang 

Bawang Udik  Kabupaten Tulang Bawang Barat)” 

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi  

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
1
 

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama Bupati/Walikota.
2
 

 

 

                                                 
 1

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta:Grasindo, 2002), 

70.   
2
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan, Pasal 1 Ayat (8) 

1 



2 

 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Sampah adalah Peraturan Perundang-Undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dengan Persetujuan bersama Bupati/Walikota yang mengatur tentang 

pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3
 

4. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh 

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah.
4
 

5. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan 

mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur’an dan 

Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.
5
 

Beberapa istilah diatas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi 

ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Sampah Menurut, kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam. 

 

                                                 
3
 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Sampah 
4
 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Ayat (11) 

 
5
 Bunyana Solihin, Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan 

Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat penting 

untuk dijaga karena banyak sekali manfaatnya. Lingkungan yang bersih 

adalah suatu keadaan dimana lingkungan sekitar kita bersih dari sampah dan 

juga kotoran. Kehidupan masyarakat sendiri tidak bisa dipisahkan baik 

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu yang 

berhubungan langsung dengan segala aspek yang ada, masyarakat harus dapat 

memelihara kebersihan lingkungan. 

Permasalahan pengelolaan sampah dikatagorikan dalam permasalahan 

yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, 

mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah 

dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan 

limbah beracun dan sebagainya. Dalam hal ini, penanganannya pun beraneka 

ragam juga yaitu mulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi. 

Suatu penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat dijalankan 

dengan dukungan berbagai pihak. Pengelolaan sampah adalah kegiatan 

sestematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 

dan penanganan sampah. Permasalahanpermasalahan tersebut meliputi 

tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat 

rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah. 

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah 

sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di 

Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan 



4 

 

berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah 

daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi 

sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk, perubahan pola konsumsi,dan gaya hidup masyarakat telah 

meningkatkan jumlah timbulan sampah,jenis,dan keberagaman karakteristik 

sampah. 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai keseriusanya dalam mengatasi 

permasalahan sampah di Desa Karta. Kendati peraturan tersebut telah diatur 

oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, namun tidak serta merta 

pengelolaan sampah dalam implementasinya di lapangan menjadi simpel. 

Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang khususnya di Desa 

Karta masih belum terkelola dengan baik. 

Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode 

pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan 

ekonomis. Seringkali terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuang 

oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dari lingkungan 

tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat padahal tempat 

tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga menjadi 

tempat pembuangan sampah liar di Desa Karta seperti di depan pasar Desa 

Karta, di jalan raya, di jembatan, di kawasan wisata dan lain-lain. 

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta telah diatur tentang 
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pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, 

pemprosesan akhir sampah hingga retrisbusi pelayanan persampahan, 

pemberian sanksi dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum 

diterapkan secara keselurahan serta masih banyak ketidaktahuan masyarakat 

tentang peraturan daerah tersebut, hal ini dikarenakan tidak luput dari 

kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung 

kepada masyarakat padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturaan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Sampah di Desa Karta Pasal 3 yang berbunyi: pengelolaan sampah bertujuan 

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 

menjadikan sampah sebagai sumber daya.
6
. 

Adapun wewenang dari Bupati terhadap pengelolaan sampah terdapat 

didalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi: 

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan 

kebijakan nasional dan provinsi.  

2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan 

norma, standar,  prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.  

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 

dilaksanakan oleh pihak lain.  

4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan 

sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. 

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah 

dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan  

6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah sesuai dengan kewenangan.
7
 

 

                                                 
6
 Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Sampah 
7
 Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Sampah. 
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Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke 

seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat 

mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. 

Sebagaimana firman allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 : 

حِهاَ وَٱدۡعُىهُ خَىۡفٗا وَطمََعًاۚ إنَِّ رَحۡمَتَ 
وَلََ تفُۡسِدُواْ فيِ ٱلۡۡرَۡضِ بعَۡدَ إصِۡلََٰ

هَ ٱلۡمُحۡسِنيِهَ  ِ قرَِيبٞ مِّ  ٦٥ٱللََّّ

 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”
8
 

Ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia 

membuat kerusakan di muka bumi allah SWT mengirimkan manusia sebagai 

khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara 

bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan 

sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, 

pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah 

buah kelakukan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah 

dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan 

barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari 

berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. Membuang sampah 

                                                 
8
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: CV. Asy Syifa, 

1999), 128. 
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sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.Pemerintah dan 

Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi 

makhluk hidup. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi 

peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah. 

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai 

oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, 

tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, 

Kotor,  jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah 

itu tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagai hamba yang taat, tentu kita 

terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Untuk 

mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita 

sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. 

Bentuknya juga sangat bermacam-macam,  mulai dari membersihkan diri 

setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah 

dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka 

kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman. 

Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, 

keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau dapat menjaga kebersihan. 

Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti 

keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini 

menandaskan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang 

sangat penting untuk diterapkan. Dalam hadis mengenai kebersihan ini juga 
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dirangkai dengan pernyataan Rasulullah sebagai kebersihan sebagian dari 

iman, berzikir dengan membaca “Alhamdulillah” itu memenuhi mizan 

(timbangan) amal baik kelak di hari kiamat, Berzikir “Subhanallah 

walhamdulillah” pahalanya memenuhi kolong langit dan bumi, shalat itu 

cahaya bagi umat Islam, shadaqah itu pelita bagi umat Islam, sabar itu sinar 

bagi umat Islam dan Al-qur’an merupakan pedoman hidup umat Islam. 

Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat 

bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana 

keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar. 

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Karta Kecamatan Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang  Barat, terdapat beberapa masalah 

mengenai pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pemahaman 

masyarakat Desa Karta cara pemanfaatan sampah yang benar karena 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur Desa Karta, dan masih 

kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga sampah yang 

tidak dapat dikelola harus dibakar dan tentu hal ini akan berpengaruh terhadap 

kesehatan masyarakat Desa Karta ataupun pekerja pengelolaan sampah yang 

ada di Desa Karta. Sampah yang dapat dikelola hanya sampah organik yang 

akan dijadikan pupuk organik tetapi permasalahan yang terjadi belum adanya 

penampungan tempat penjualan pupuk organik tersebut sehingga pupuk 

organik tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Desa 

Karta tetapi tidak semua masyarakat Desa Karta dapat menerima pupuk 

tersebut masyarakat masih lebih memilih pupuk pabrik sehingga pembuatan 
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pupuk organik yang ada di Desa Karta sementara waktu  harus dihentikan 

karena tidak adanya biaya pemasukan dari memprosuksi pupuk organik 

tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk 

dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta 

mempaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul ”Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Sampah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Karta 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah hubungan pengelolaan sampah dengan 

hukum Islam sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah implementasi  

pengelolaan sampah di Desa Karta menurut peraturan daerah nomor 8 tahun 

2018  menurut pandangan hukum Islam. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan 

menganalisis masalah : 

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
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Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di 

Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat  

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pada akademis 

khusus nya hukum yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan diharapkan akan membawa 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya 

dan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung. 
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2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali 

nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial 

agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan 

memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap Pandangan Hukum 

Islam. 

G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakuakan untuk mengguasai teori 

yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis 

yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di 

teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat 

penelitian. 

Muchammad Zamzami Elamin (2017), Analisis Pengelolaan Sampah 

Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, Hasil 

dari penelitian ini adalah Warga desa tidak memiliki tempat sampah untuk 

melakukan proses pewadahan sehingga warga terbiasa membuang sampah 

sembarangan dan membakarnya di sekitar rumah,. Hal ini menyebabkan 

sulitmya pengaplikasian pemilahan sampah, karena tidak adanya tempat 

pembuangan sampah sementara, maka warga membuang sampah rumah 

tangga yang berskala besar di lahan kosong atau tambak yang dimanfaatkan 

menjadi tempat pembuangan akhir. Minim dan mahalnya lahan menyebabkan 

desa disanah tidak memiliki tempat untuk pembuangan akhir. Susahnya akses 

keluar masuk desa membuat warga kesulitan membawa sampah ke tempat 
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pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih 

kurang sehingga permasalahan sampah tersebut masih dipandang wajar. 

Menurut data penelitian dari karim, 2016 bahwa tingkat pendidikan warga 

desa disanah ditunjukkan dengan sebesar 123 orang tidak bersekolah, sebesar 

240 orang lulusan taman kanak-kanak ( TK ), 167 orang lulusan sekolah dasar 

( SD/MI ), 205 orang lulusan sekolah menengah pertama (SMP/SL TP), 185 

orang lulusan sekolah menengah atas (SMA/SL TA), dan 20 orang lulusan 

perguruan tinggi. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola pikir 

masyarakat dan cara mengelola sampah. Warga dengan pendidikan rendah 

hanya mengetahui cara mengelola sampah dengan dibakar tanpa adamya 

pengolahan lebih lanjut. Persebaran warga sehingga warga terpusat pada satu 

wilayah sehingga menyebabkan sampah berserakan di wilayah tersebut. Ada 3 

tempat yang dimanfatkan untuk tempat pembuangan sampah ilegal yaitu di 

daerah awal masuk pemukiman melalui jalur darat terdapat kolam di bagian 

kanan jalan dan dua yang lain berada dijalan menuju ke tambak yang dipenuhi 

sampahsampah yang berada di beberapa titik di Desa disanah tanpa adanya 

pengelolaan lebih lanjut menyebabkan berkurangnya keindahan alam desa 

disanah. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan 

karena bau kurang sedap yang muncul dari tumpukan sampah tersebut. 

Penelitian ini lebih fokus pada kurangnya pemahaman Masyarakat tentang 

pengelolaan sampah, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
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kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah di 

pekon purajaya.
9
 

Penelitian Halilurrahman, mahasiswa Universitas Muhammadiah 

Mataram tahun 2020 dengan judul skripsi “sistem pengelolaan sampah pasar 

pagesangan kota mataram”. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah 

solusi pengelolaan sampah pasar Pagesangan dikota Mataram. Tujuan 

penelitian ini merencanakan kebutuhan sarana pengangkut, pengumpul 

sampah, dan tempat penampungan sementara yang sesuai dengan kebutuhan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif, penelitian kualitatif tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-

sifat individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu untuk menentukan 

adanya suatu gejala dalam masyarakat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 

cara pengelolaan sampah yang sekarang ini dijalanan adalah sampah yang 

dihasilkan dari aktifitas masyarakat dipisahkan menurut sumber sampah yaitu 

sampah domestic yang dihasilkan dari rumah tangga dan sampah domersil dari 

sampah pasar. Pengelolaan sampah sekarang ini sangat tidak efisien dimana 

timbunan sampah tidak dapat di angkut secara keseluruhan karena jumlah 

prasarana sehingga sampah menghasikan dampak negatif bagi lingkungan dan 

manusia. Masalah sampah merupakan masalah yang paling serius yang 

menjadi salah satu objek yang masuk dalam program pemerintah baik itu 

pemerintah daerah, kelurahan maupun pengelolaan pasar pagesangan, dalam 

menanggulangi sampah di pasar Pagesangan para komponen sistem 

                                                 
9
 Muchammad Zamzami Elamin , dkk, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat 

Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang,” Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol.10  

No.4 (Oktober 2018): 370, https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/download/6424/5796/35813 
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pengelolaan yang ada menggunakan beberapa strategi untuk mengatasi 

masalah sampah seperti membuat aturan mengenai sampah, sosialisai, dan 

pelatihan daur ulang sampah yang ditujukan bagi para pengguna pasar. Dari 

permasalahan sampah yang di timbun, tentu harus ada sistem perencanaan 

yang baik untuk menanganinya. Menurut hasil pengamatan yang peneliti 

temukan di pasar pagesangan, TPS dipasar Pagesangan juga menjadi salah 

satu TPS untuk menampung sampah dari 7 lingkungan di antaranya 

lingkungan pagesangan barat, pagesangan timur, pagesangan indah, 

pagesangan baru, bebidas, pagesangan selatan dan pagesangan utara.
10

 

Dominikus Baping (2015), Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan 

Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, hasil dari penelitian ini adalah 

Implementasi Peraturan Daerah Kabaupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 

2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten 

Kutai Barat telah dilakukan dengan mengerahkan tenaga kebersihan dan 

armada pengangkut sampah. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa secara 

aplikatif pengelolaan sampah kurang efektif. Terindikasi oleh masih 

banyaknya sampah yang berserakan di berbagai tempat, baik dijalanan, 

tempat-tempat umum maupun di tempat pembuangan sampah sementara. Hal 

tersebut disebabkan terbatasnya kapasitas penampungan sampah sementara 

sehingga tidak mampu menampung volume sampah, baik sampah yang 

berasal dari rumah tangga, sampah dari jalan raya, sampah perkantoran 

                                                 
10

 Halilurrahman, “Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram” 

(Skripsi,  Universitas Muhammadiah Mataram, 2020), 3. 
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maupun sampah industri.Kurang efektifnya pengelolaan sampah disebabkan 

oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Barong Tongkok dalam 

membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat. Kurangnya sosialisasi 

kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan 

sampah, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah serta 

lemahnya pengawasan dan sanksi hukum bagi warga penduduk yang 

membuang sampah di sembarang tempat.Penelitian ini lebih fokus pada 

Implementasi Peraturan Daerah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan 

Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat,Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan tidak hanya fokus terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah di 

Pekon Purajaya tetapi fokus juga terhadap Tinjaun Hukum Islam Terhadap 

Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya.
11

 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 

mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian 

untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.
12

 Dan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut : 

 

 

 

                                                 
11

 Dominikus Baping, Implementasi Peraturan Daerah Kabaupaten Kutai Barat Nomor 05 

tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat 

 
12

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 

1994), 2. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan 

dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian.
13

 Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti guna memperoleh 

data yang konkret mengenai Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

pengelolaan sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten  Tulang Bawang Barat. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskiptif analisis. Deskriptif-Analisis 

adalah suatu metode dalam  meneliti suatu objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan 

objektif mengenai fakta- fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di 

antara unsur- unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.
14

 Yang 

berkaitan dengan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 

8 tahun  2018 Tentang Pengelolaan Sampah. 

 

 

                                                 
13

 Hasanuddin Muhammad, dkk, “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol. 2 

No. 1 (2022): 79, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508. 
14

 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1985), 29. 
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2. Sumber Data 

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan 

dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriftif maupun kausal 

dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei 

ataupun observasi.
15

 Maka sumber data primer dalam penelitian ini 

Kepala Desa, Masyarakat Desa Karta dan Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup serta Kabid Tata Lingkungan Tulang Bawang di Desa Karta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang 

bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.
16

 Data ini 

diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara 

media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber 

dari teori-teori fiqh siyasah tafsir, jurnal tentang pengelolaan sampah.  

Data yang ada dalam peneitian ini baik primer, sekunder dan 

akan dipergunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis sehingga 

                                                 
15

 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif  (Jakarta:PT Grafindo, 

2005), 168. 
16

 Tatang  M. Arifin, Menyusunn Rencana Penelitian  (Jakarta: Rajawali, 1986), 132. 
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diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu,jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 

akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 

media dan sebagainya.
17

 Dalam Skrispi ini populasinya adalah pekerja 

pengelolaan sampah Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 12 orang dimana 7 orang 

pekerja pengelolaan sampah dan 5 orang masyarakat dan unsur 

pemerintahan desa juga Dinas Lingkungan Hidup. 

b. Sampel  

Sampel adalah sering di definisikan sebagai bagian dari 

populasi, sebagai contoh (master) yang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu. Penulis dalam menentukan sampel, penulis 

menggunakan teknik purposive  sampling, yaitu “pengambilan sampel 

yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih 

responden yang benar-banar tepat, relevan, dan kompeten dengan 

masalah yang dipecahkan.
18

 Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kepala desa Karta, pegawai Dinas Lingkungan Hidup, 5 
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orang pekerja pengelola sampah dan 3 orang masyarakat Desa Karta 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data 

berkenaan dengan ketepatan cara- cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data.
19

 Adapun metode pengumpulan data  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat 

dan sistematik. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan 

diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta 

mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Desa Karta 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara langsung kepada responden.
20

 Dengan cara tanya jawab 

secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung atau 

melalui pesawat telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang 

penyidik.
21

 Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data 

dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan 

dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan 

berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan 

data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-

langkan sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan 

tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan 

permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

b. Sistematika data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

6. Analisis Data 

Metode yang digunakan  adalah metode kualitatif yaitu metode 

menghasilkan data deskriptif  yaitu menggunakan studi kasus merupakan 

suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam 
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dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara intensif dan rinci.
22

 

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu 

metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau 

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian  

mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan 

penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan 

metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari 

pembahasan skripsi ini. 

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi 

dan wawancara mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Sampah menurut pandangan hukum Islam sehingga dapat di 

generalisasikan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai dengan 

pengamatan peneliti di lapangan. 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , 
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yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam 

skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan 

persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang kebijakan publik dalam hukum positif 

kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam, pemerintah daerah, 

tinjauan sampah, pengelolaan sampah, hukum Islam, Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 

tentang pengelolaan sampah yang memuat pengertian dan tujuan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Sub bab terakhir tentang fiqh 

siyasah tanfidziyyah yang memuat pengertian fiqh siyasah 

tanfidziyyah, dasar hukum fiqh siyasah tanfidziyyah dan ruang 

lingkup fiqh siyasah tanfidziyyah. 
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BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ketiga merupakan gambaran umum Desa Karta Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang meliputi 

sejarah Desa Karta, kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan 

ekonomi kondisi sarana dan prasarana. Sub selanjutnya yaitu 

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN 

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Peran masyarakat 

dalam dalam menjaga kebersihan lingkungan di Desa Karta, 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dan pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kebijakan Publik dalam Hukum Positif 

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 

seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan 

dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
23

 Istilah kebijakan (policy) 

dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk 

mengarahkan pemerintah, dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan 

urusan-urusan publik dan masalah-masalah kemasyarakatan, termasuk 

menyusun peraturan perundang-undangan dan penerapannya untuk 

mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warganegara).
24

 

Negara yang demokratis dalam publik semakin dituntut untuk bisa 

memahami konstelasi akan arti pentingnya sebuah undang-undang di satu 

pihak dan kebijakan negara di pihak yang lain. Undang-undang dibuat atas 

nama konstitusi dan proses legislasinya menjadi tanggung jawab parlemen. 

Sedangkan kebijakan bisa lahir, karena adanya perintah dari sebuah 

undang-undang, tetapi bisa juga tidak. Secara umum pengertian kebijakan 

adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai 
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tujuan (definisi menurut UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional).
25

 

Kebijakan yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari perintah undang-

undang diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah 

provinsi/kabupaten/kota beserta aturan pelaksanaan di bawahnya. Dalam hal 

kebijakan negara/pemerintah dibuat tidak dalam rangka pelaksanaan undang-

undang, bisa saja dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang biasanya 

dibuat untuk mengatasi masalah yang bersifat mendesak, seperti dalam hal 

pengurangan penggunaan BBM bersubsidi, pemerintah diberikan kewenangan 

untuk menggunakan instrumennya menyukseskan progam tersebut. 

B. Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Islam 

Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses 

kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau 

sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian kebagian lain 

secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. 

Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut 

kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan 

dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan 

tujuan.
26

 

Maka dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat luas. Menurut perspektif agama Islam dalam Alquran 
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surat An-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap 

kebijakan publik. 

بِيلِ رىبِّكى بٱِلۡۡ ٱد نىةِ ۡۡ عِظىةِ ٱلۡۡ مىوۡۡ مىةِ وىٱلۡۡ حِكۡۡ عُ إِلَىٰ سى دِل ۡ  حىسى هُم ۡۡ وىجىٰ
بِيلِهِ ۡۡ إِنَّ رىبَّكى هُوى أىع ۡۚ سىنُ ۡۡ بٱِلَّتِِ هِيى أىح ُ ۡۡ أىعوىهُوى  ۦلَىُ بِىن ضىلَّ عىن سى لَى

 [٥٢١]سورة النحل, ٥٢٦ تىدِينى ۡۡ مُهۡۡ بٱِل

 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhan-mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl, [16]: 125).
27

 

 

Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw agar mengajak makhluk 

kepada Allah Swt dengan hukum, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang 

dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah : “dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah pada mereka dengan 

lembut, halus, dan sapaan yang sopan. 

Firman Allah tersebut memerintahkan kepada kita agar melakukan 

dialog dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar 

sehingga berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting 

dalam pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan 

mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik 

atau sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-

cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu 

dan prinsipnya masih berbeda dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada 

aktor politik pada khususnya. 
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Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan 

penting dalam pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaanya, sehingga 

nanti pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut 

efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan 

kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam 

analisis kebijakan. 

C. Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah daerah adalah kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Perangkat 

Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
28

 Penyelenggaraan 

pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29

 

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan 

organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap 
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kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang 

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.
30

 

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam 

bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan 

kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah lebih 

difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. 

Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta 

cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang terkait penyelenggaraan 

otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 

tumbuh dalam masyarakat. 

Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat. Memberikan kewenangan 

seluasluasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan 

diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah. 

Pemerintah dalam urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Melihat dari fungsinya, pengelolaan sampah termasuk juga 
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dalam urusan pemerintah wajib yaitu dalam bidang kesehatan dan lingkungan 

hidup. 

D. Tinjauan Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-

perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena 

pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi 

ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian.
31

 

Ketentuan Umum pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat dan cair. Sampah merupakan material sisa yang 

tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan 

oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya.
32

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa sampah yang 

dikelola berdasarkan Undang-Undang dapat terdiri (a) sampah rumah 

tangga dan (b) sampah sejenis sampah rumah tangga. 

Sedangkan yang dimakud dengan sampah rumah tangga 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah sesuatu dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja. Untuk 
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sampah yang sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal 

dari kawasan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas 

lainnya.
33

 

Berdasarkan beberapa pengertian ten tang sampah diatas maka 

dapat di definisikan sampah adalah sisa bahan buangan yang bersifat padat 

yang merupakan hasil dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan. 

2. Dampak Sampah 

Sampah padat yang bertumpuk akan sulit teruraikan, dalam jangka 

waktu tertentu sampah akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan 

sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah 

diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang 

tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. 

Ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu:  

a) Dampak Terhadap Kesehatan
 
 

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan 

sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi 

beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat 

dan tikus yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya 

kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah (1) penyakit diare, kolera, 

tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah 

dengan pengelolaan tidak tepat, dapat bercampur dengan air minum. 
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Penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga meningkat 

dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai; 

(2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit); (3) 

Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu 

contoh adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita 

(taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernakan binatang 

ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah. 

b) Dampak Terhadap Lingkungan
 
 

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai 

akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati 

sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan 

berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di 

buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair 

organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada 

konsentrasi tinggi dapat meledak. 

c) Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi
 
 

Dampak tersebut adalah (1) Pengelolaan sampah yang tidak memadai 

menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting 

disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah 

sakit); (2) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan 

sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan 

untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau 

tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya dijalan. Hal 
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ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki; 

(3) mengurangi nilai estetika suatu kota/tempat yang menyebabkan 

pemandangan buruk dan sekaligus berdampak pada pariwisata serta 

menimbulkan bencana seperti banjir.
 34

 

Dampak lainnya adalah terjadinya pencemaran udara yang merusak 

lapisan ozon sehingga menimbulkan pemanasan global, pencemaran air 

yang berupa pencemaran substansi kimia dan radioaktif yang mengganggu 

fauna misalnya keracunan hingga terjadinya kerusakan genetik dan 

gangguan reproduksi atau perkembangbiakan dan perpindahan emisi 

logam yang mempengaruhi kesehatan mahkluk hidup. 

3. Sumber Timbulan Sampah 

a) Permukiman merupakan biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis 

sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, 

plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas 

rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya.  

b) Daerah komersial yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, 

perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan 

antara lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, 

limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya.  

c) Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat 

rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain 

rubbish, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya 
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4. Klasifikasi Sampah 

Sampah dapat diklasifikasikan menurut sumber, proses terjadinya, 

sifat, dan jenisnya. 

a) Berdasarkan sumbernya
35

 

1) Pemukiman penduduk (Domestik) 

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, bahan-

bahan sisa dari pengolahan atau sampah basah (garbage), sampah 

kering, abu dan sampah khusus. 

2) Tempat-tempat perdagangan (Komersial) 

Area komersial merupakan area yang dipergunakan sebagai 

tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Area ini memiliki 

fasilitas-fasilitas seperti: pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, 

penginapan, jasa pelayanan dan sebagainya. Timbulan sampah di 

area komersial ini sangat bervariasi macamnya, tergantung dari 

jenis kegiatan atau fasilitas yang ada. 

3) Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah 

Sarana pelayanan milik masyarakat milik pemerintah 

maksudnya di sini misalnya tempat hiburan umum (taman, jalan 

umum, tempat parkir, tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung 

pertemuan, serta sarana milik pemerintah lainya). Tempat tersebut 

biasanya menghasilkan sampah kering dan khusus. 
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4) Industri berat-ringan 

Pengertian ini termasuk pabrik-pabrik produksi bahan-bahan, 

sumber-sumber alam misalnya energi, perusahaan kimia, 

perusahaan kayu, perusahaan logam, tempat pengolahan air kotor 

atau air minum. Sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat ini 

adalah sampah basah, sampah kering, abu, sisa bahan-bahan 

bangunan dan juga sampah khusus serta sampah berbahaya. 

5) Pertanian 

Dari daerah pertanian ini sampah yang dihasilkan berasal dari 

tanaman atau binatang, misalnya sampah dari kebun, kandang dan 

sawah. Sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan-bahan 

makanan yang sudah membusuk, pupuk, maupun bahan pembasmi 

serangga tanaman. 

6) Rumah sakit 

Jenis sampah rumah sakit berasal dari hasil kegiatan 

pengobatan/ tindakan lainnya dirumah sakit atau pelayanan 

kesehatan lainnya seperti (spet suntik, kapas, verban / kasa, 

jaringan tubuh dan lain-lain). 

b) Berdasarkan proses terjadinya sampah menurut Hadiwiyoto dalam Eko 

Sujarwo dapat dibedakan menjadi: 

1) Sampah alami, yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami, 

misalnya daun-daunan yang rontok baik dihalaman rumah, taman-

taman kota, pantai, pada jalur-jalur hijau dan lain-lainya. 
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2) Sampah non alami, yaitu sampah yang terbentuk karena aktivitas 

manusia. 

c) Berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi:
36

 

1) Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik 

atau tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan 

phosphor. Sampah organik terdiri dari daun-daunan, sayur-sayuran, 

buah-buahan dan sisa makanan 

2) Sampah anorganik, yaitu sampah yang mengandung senyawa 

anorganik, sehingga tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. 

Sampah anorganik terdiri dari dari plastik, kaca, besi, sebagian 

jenis kertas dan lain-lain. 

d) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

1) Dead animal 

Jenis ini merupakan jenis bangkai terutama yang berukuran besar, 

seperti ; kuda, sapi, kucing, tikus, bangkai kecil seperti kecoa, lipas 

tidak termasuk di dalamnya. 

2) Street weeping 

Jenis ini adalah jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan, 

oleh karena dibuang oleh pemakai jalan yang tidak bertanggung 

jawab. 
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3) Industrial waste 

Jenis ini adalah benda-benda padat yang tidak digunakan atau hasil 

sisasisa proses industri, misalnya industri kaleng dengan potongan-

potongan sisa yang tidak dipergunakan.
37

 

E. Pengelolaan Sampah 

1. Pengertian Pengelolaan Sampah 

Neolaka  berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan 

upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang 

dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah 

secara bersama-sama.
38

 Sedangkan menurut Alex (pengelolaan sampah 

adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, 

pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.
39

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan tentang 

Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang 

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) 

penanganan sampah. Di mana pengurangan sampah yang dimaksud 

                                                 
37

 Ibid, 45. 
38

 Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 31. 
39

 Alex, S, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik (Yogyakarta: 

Pustaka Press, 2012), 21. 



37 

 

meliputi kegiatan: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang 

sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah. 

2. Metode Pengelolaan Sampah 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini menekankan bahwa 

prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana 

agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau 

residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya 

dilakukan pengolahan (treatment) maupun pengurugan (landfilling). 

Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 meliputi: 

a) Pembatasan (reduce): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan 

sesedikit mungkin.  

b) Guna-ulang (reuse): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan 

memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.  

c) Daur-ulang (recycle): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat 

dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk 

dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber 

energi. 

Ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam 

pengelolaan sampah, yang mempunyai sasaran utama minimasi limbah 

yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas 

ke lingkungan, baik melaui tahapan pengolahan maupun melalui tahan 
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pengurugan terlebih dahulu, akan menjadi sesedikit mungkin dan dengan 

tingkat bahaya sesedikit mungkin.
40

  

3. Aspek Kelembagaan 

Lembaga atau institusi pengelola persampahan adalah sebagai 

motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber 

sampai ke TPA. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola 

persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab 

yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya 

tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin 

besarnya kategori kota. Pada beberapa wilayah umumnya pengelolaan 

persampahan dilakukan oleh dinas kebersihan. Keterlibatan masyarakat 

maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota 

sudah dilakukan untuk beberapa kegiatan. Masyarakat banyak yang 

terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbunan, sedangkan 

pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana 

kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi. 

4. Aspek Peran Serta Masyarakat 

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam 

pengelolaan sampah. Pada strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat 

menjadi tumpuan bagi suksenya pengelolaan sampah. Oleh karena itu 

perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi agar peran 

masyarakat dapat berjalan. Selain itu perlu juga mengubah tradisi 
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masyarakat, membangun paradigma bahwa sampah memiliki potensi lebih 

dan memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola 

sampah. Keuntungan yang di dapat jika peran masyarakat berjalan adalah 

volume sampah yang di buang ke TPA dapat berkurang. Selain itu, 

masyarakat juga dapat berkreasi dalam mengelola sampah agar sampah 

tersebut memiliki nilai ekonomis, pada program jangka panjang setiap 

rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 

4R (sejati, 2009:64). Adapun prinsip 4R yang bisa diterapkan dalam 

keseharian yaitu: 

a) Reduce (mengurangi), minimalisasi barang ata material yang kita 

gunakan. Semakin banyak kita meggunakan metrial, semakin banyak 

sampah yang dihasilkan. 

b) Reuse (memakai kembali), pilihlah barang-barang yang bisa dipakai 

kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali 

pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang 

sebelum menjadi sampah. 

c) Recycle (mendaur ulang), tidak semua barang bisa didaur ulang, 

namun saat ini sudah ada industri non-formal dan rumah tangga yang 

memanfaatkan sampah menjadi barang lain. 

d) Replace (mengganti), pakailah barang-barang yang ramah lingkungan.  

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk 

menunjang peran serta masyarakat. Sosialisasi konsep 4R adalah target 

pertama yang dapat ditempuh. Dengan demikian dapat ditanamkan 
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pengertian kepada masyarakat bahwa masih terdapat nilai ekonomi yang 

cukup potensial. Diperlukan kampanye sadar keberhasilan untuk 

mendorong masyarakat agar mau mengumpulkan sampah di tempatnya 

serta melakukan pemilahan dan pengemasan sampah secara benar. 

5. Aspek Peraturan 

Peraturan yang mendukung dalam pengelolaan sampah didasarkan 

agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik sehingga tidak 

menimbulkan masalah. Jenis peraturan biasanya berupa Peraturan Daerah 

dan perlu diterapkan sanksi yang tegas. Kurangnya pendidikan masyarakat 

yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini serta 

tidak dilakukannya penerapan sanksi hukum dari perda yang ada secara 

efektif. Bahkan saja mungkin masyarakat belum sepenuhnya mengetahui 

adanya ketentuan dalam penanganan sampah termasuk adanya sanksi 

hukum yang jelas, sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan belum 

efektif. Selain sanksi, penghargaan kepada masyarakat juga sebaiknya 

diatur dalam peraturan, sehingga masyarakat dapat memberikan 

konstribusi yang positif dalam mengelola sampah. 

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa 

peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan 

persampahan dapat meliputi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan 

ketentuan umum pengelolaan kebersihan, Peraturan Daerah mengenai 

bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, peraturan daerah yang 

khusus menentukan tarif dasar pengelolaan sampah atau kebersihan. 
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Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab 

pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga 

kebersihan dan melakukan pembayaran retribusi. 

F. Hukum Islam 

Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya agar dalam mengelola 

lingkungan hidup haruslah memperhatikan aspek yang berupa 

pendayagunaan dan peningkatan kualitas hidup, ini adalah tugas yang 

dibebankan kepada manusia sebab Allah SWT menciptakan manusia dari 

tanah dan menjadikan manusia pemakmurnya. Manusia diciptakan dan 

dibangun dari komponen-komponen tanah, oleh karena itu manusia pun 

bertanggung jawab sebagai pembangun, pemeliharaan dan pemakmuran 

tanah. Jadi, pengelolaan lingkungan hidup bukanlah sekedar memanfaatkan 

sumber daya lingkungan, tetapi pengelolaan lingkungan hidup adalah juga 

upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. 

Pembangunan adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan hidup. 

Tetapi karena pembangunan tidak mungkin menjangkau semua segi 

lingkungan hidup, oleh karenanya harus dipilih prioritas pembangunan yang 

strategis mampu menjangkau sebanyak mungkin segi kehidupan. 

Terdapat beberapa kreteria pengelolaan sumber daya alam 

sebagaimana tersebut dibawah ini: 

1. Kita hendaknya memberikan tempat yang wajar kepada makhluk lain dan 

juga terdapat sesama manusia di bumi ini. 

2. Didalam memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya kita bersifat tidak 
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berlebih- lebihan, tidak serakah dan tidak boros. 

3. Kita hendaknya memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan 

Allah SWT. 

4. Kita hendaknya menggunakan akal (yang menghasilkan ilmu yang 

bermanfaat) dan rasa (yang mencerminkan keindahan, seni) yang 

bertujuan membawa kita kepada tauhid sebagai prinsip dan asas Islam. 

Penyimpangan dari sumber daya alam diatas telah mengakibatkan 

kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup seperti kemiskinan, kerusakan, 

polusi tanah, air, udara, dan lain-lain. Semua ini akibat dari sikap hidup 

manusia yang memandang alam sebagai objek yang harus diambil energinya 

secara paksa (dieksploitasi). Setelah itu dicampakan begitu saja tanpa saja 

tanpa usaha pelestaria yang memungkinkan untuk pulih kembali 

(homeostasis). 

Agama Islam dengan sistem nilai dan norma yang diajarkan kepada 

pemeluknya tidak membenarkan sikap tersebut. Sebab sikap seperti itu 

menunjukan manusia yang tidak bertanggung jawab atas berbuatanya. Bagi 

umat Islam tersedia sumber nilai dan norma Ilahiahnya, yaitu al-Qur’an dan 

Sunah Rasul, beserta karunia Tuhan berupa sumber duniawiah yaitu akal 

pikiran dan kenyataan alam. Dalam kitab suci al-Qur’an kita diajarkan untuk 

selalu mengikuti dan memegang tali ajaran sumber nilai dan norma Ilahiah 

yang merupakan jalan lurus. Keterikatan sepenuhnya pada sistem nilai 

Ilahiyah, mendorong manusia untuk menjauhkan diri dari sikap hidup 

antroposentris. Dalam usaha umat Islam meningkatkan kesejahteraan 
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hidupnya dan menggunakan akal pikiran melalui perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam mengelola dan memanfaatkan alam 

semesta. Penggunaan akal pikirannya dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan hidup dunianya dilaksanakan 

sebagai penyempurnaan ibadahnya.
41

 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam penyelenggaraan 

pengelolaan sampah sudah sangat terperinci dengan membedakan pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri 

atas: pengurangan sampah dan penanganan sampah. 

G. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 

2018 Tentang Pengelolaan Sampah 

1. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 di selenggarakan berdasarkan asas 

tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 

kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas 

nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya. Sehingga dalam pengelolaannya asas-asas dan 

tujuan tersebut harus digunkan tanpa terkecuali agar tercipta pengelolaan 

yang tidak merusak lingkungan ataupun mencemari lingkungan yang ada. 
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Peningkatan volume sampah menjadi tantangan untuk mewujudkan 

lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sehat dan bersih dari 

sampah pengelolaan sampah memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang 

melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah 

2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah 

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga 

pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu 

ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, 

dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. 

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan 

tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran 

masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan 

secara proporsional, efektif, dan efisien, sehingga perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. 

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyelenggaraan 

pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak 

dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan 

pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan 

hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas 

tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 

kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas 

nilai ekonomi. 
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H. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan 

memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah 

adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.
42

 Kata siyasah juga dapat 

dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak 

tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur 

sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan 

fiqh siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur 

ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan 

kemaslahatan masyarakat. 

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu 

fiqh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah yang diorientasikan untuk 

kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar 

dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling 

membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah 

tanfidziyyah syar’iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang 

harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar 

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.
43
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Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 

negara (hubungan internasional).
44

 

Adapun tugas As–Sulthah al-qadhai’iyyah adalah mempertahankan 

hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga 

legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi 

wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-

perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam 

bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-

perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-

mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan 

pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan 

keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentinagn atau hak-

hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.
45

 

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah dalam perspektif Islam tidak 

lepas dari al-qur’an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan 

oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. siyasah 

tanfidziyyah syar’iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing 

                                                 
44

  Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Gaya Media Persada 2001), 62. 
45

  Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UII 

Press, 2007), 273. 



47 

 

dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah 

tanfidziyyah syar’iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara.
46

 

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu 

fiqh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah yang diorientasikan untuk 

kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar 

dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling 

membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah 

tanfidziyyah syar’iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang 

harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar 

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.
47

 

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat 

manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, 

dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam 

merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada 

seluruh umat manusia.
48

 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-

Qur’an Surat Al-Isra ayat 70 : 
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مُۡۡ ءىادىمى وىحَىىل ۡ  نىا بىنِ ۡۡ كىرَّم  ۡۡ وىلىقىد مُ مِّنى ۡۡ رِ وىرىزىقۡۡ بىحۡۡ ب ىرِّ وىٱلۡۡ فِ ٱل ۡۡ نَىٰ نَىٰ
مُۡۡ ٱلطَّيِّبىٰتِ وىفىضَّل ]سورة  ٠٧ ضِيلً ۡۡ تىف نىاۡۡ خىلىق ۡۡ مَِِّّّن ثِير عىلىىٰ كى  ۡۡ نَىٰ

 [٠٧الإسراء,

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan 

Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki 

yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan 

ciptaan Kami” (QS. Al-Isra [17] : 70). 

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah 

dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa 

kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang 

mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan 

kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang 

ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa 

kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, 

diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas 

kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan 

perempuan- kepada Allah. 

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi 

gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena 

faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan 

kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal 

perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak 
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ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh 

diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. 

dalam al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 17: 

 رر ۡۡ بِِىي كى ۡۡ سىسۡۡ يى  وىإِن ۡ  هُوى  إِلَّّ  ۥ لىهُ  كىاشِفى  فىلى  كى ٱللَّهُ بِضُر  ۡۡ سىسۡۡ وىإِن يى 
 [٥٠]سورة الأنعام, ٥٠ قىدِير   ءر ۡۡ شىي كُلِّ  عىلىىٰ  ف ىهُوى 

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak 

ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia 

mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap 

sesuatu” (QS. Al-An’am [6]: 17). 

Begitu juga janji Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 97: 

ي ىوٰةً  ۥييِ ىنَّهُ ۡۡ ف ىلىنُح مِن  ۡۡ مُؤ وىهُوى  أنُثىىٰ  ۡۡ أىو ذىكىرر  مِّن اعىمِلى صىٰلِحً  ۡۡ مىن  ۡ  طىيِّبىةً  حى
 [٧٠]سورة النحل, ٧٠ مىلُونى ۡۡ سىنِ مىا كىانوُاْ يىعۡۡ رىهُم بأِىحۡۡ أىج ۡۡ زيِ ىن َّهُمۡۡ جوىلىنى 

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun 

perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan 

memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan 

balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97) 

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat dketahui bahwa 

dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan lakilaki dan 

perempuan dalam satu kedudukan yang sama. 
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3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah) terdapat beberapa 

bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, 

imarah/’āmir,’ dan wizarah/wāzir. 

a. Konsep Imamah/Imam 

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang 

artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut 

nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam 

atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. 

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam 

dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam 

adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. 

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi 

menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk 

dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain 

bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul 

Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai 

dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam 

adalah sebagai berikut, diantaranya: 

1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan 

apaapa yang telah disepakati oleh umat. 
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2) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang 

bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan 

terlaksana secara umum.  

3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan 

tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat 

berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya 

atau hartanya.  

4) Menegakkah hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani 

melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari 

kebinasaan dan kerusakan.  

5) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh 

tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau no 

muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim. 

b. Bai’ah 

Bai’ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu 

Rasulullah melakukan bai’ah untuk mengikat kesetiaan. Bai’ah 

Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang 

untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang 

mulia. Bai’ah Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama 

sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan 

Islam dalam keadaan senang ataupun susah. Ba’iah Ridhwan 

dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus 

Utsman bin ’Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-
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orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. Bai’ah 

juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan 

kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam 

hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. 

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, bai’ah berarti 

sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali 

dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Bai’ah ini 

dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : bai’ah ’ammah 

(baiat umum) dan bai’ah khashshah (baiat khusus). 

c. Wizarah 

Kata "wizarah" mempunyai asal kata "al-wazr" yang memiliki 

arti "al-tsuql" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir 

memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas 

kenegaraan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan 

pelaksanaannya sebagain dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab 

dan persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan 

menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam 

pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari first 

Encyclopedia of Islam, kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari 

bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari 

"Vicira" yang berarti orang yang memutuskan, hakim. 

Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu 

kementrian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena 
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pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam 

memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, 

negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai 

pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an 

ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam 

menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun. 

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik 

pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara 

(raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada 

dirinya sebagai kepala negara. 

d. Persoalan Waliyul Ahdi 

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: 

Pertama dengan pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi dan Kedua dengan 

janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang 

kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini 

didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian 

kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan 

penunjukan Abu Bakar tadi . Sementara Qadli Abu Ya’la menjelaskan 

bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih 

mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis 

lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi 

persyaratan imam, karena imama tidaklah terjaidi karena semata-

semata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan 
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kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang 

dilkukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab. 

e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi 

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga 

bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:  

1) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dnegan cara musyawarah 

antara para tokoh dan wakil umat.  

2) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh 

masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan 

dilaksanakan pada waktu itu.  

3) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk 

mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon 

pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.  

4) Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak 

menggunakan voting.  

5) Al-Sultah Al-Mu’ Raqabah (lembaga pendidikan). 
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